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This research aims to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in implementing
pluralist values based on Article 28e Paragraph (3) of the 1945 Constitution and
Siyasah Figh. The method used in this research is the normative legal research method
or also commonly called library research. With primary data sources Article 28e
Paragraph (3) of the 1945 Constitution, and the Siyasah Figh Book author Dr.
Muhammad Igbal, M.Ag., published in 2014 Jakarta: Kencana. 1st Cet, as well as
secondary data sources come from journal articles, theses, conferences and books. The
results of this research are: (1) Ma'had Al-Zaytun's role in implementing pluralism
values based on Article 28e Paragraph (3) of the 1945 Constitution is by initiating or
participating in interreligious dialogue and social activities involving various religious
communities such as the 1st Shura event and Syaykh Al-Zaytun's birthday. This helps
create space for understanding and respecting differences, as well as strengthening
cooperation in a society that is plural, inclusive and peaceful, and respects freedom of
expression. (2) Ma'had Al-Zaytun's role in implementing pluralism values based on
Siyasah Figh is in accordance with Magqgasid al-Shariyah (shariah goals) including
forming a generation of Muslims who are not only devout in religion (Hifdzu Ad-Diin),
such as teaching religious tolerance. , but also understand the importance of pluralism
in national and state life in freedom of opinion (Hifdzu Aql), by teaching students to be
able to think critically, dialogue and express their opinions in an inclusive and safe
environment. This shows that Islam and pluralism can go hand in hand to create a
harmonious and just society.
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Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam
penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 dan Figh Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (library
research). Dengan sumber data primer Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,
dan Buku Buku Figh Siyasah penulis Dr. Muhammad Igbal, M.Ag., terbit pada tahun
2014 Jakarta: Kencana. Cet Ke-1, serta sumber data sekunder berasal dari artikel
jurnal, skripsi, konferensi, dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) peran Ma'had
Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menginisiasi atau berpartisipasi dalam
dialog antaragama dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama
seperti acara 1 Syura dan hari ulang tahun Syaykh Al-Zaytun. Ini membantu
menciptakan ruang untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta memperkuat
kerjasama dalam masyarakat yang plural, inklusif dan damai, serta menghormati
kebebasan berpendapat. (2) peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai
pluralisme berdasarkan Figh Siyasah adalah sesuai dengan Magqasid al-Shariyah
(tujuan-tujuan syariat) diantaranya membentuk generasi Muslim yang tidak hanya taat
dalam beragama (Hifdzu Ad-Diin), seperti mengajarkan toleransi bergama, akan tetapi
juga memahami pentingnya pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam kebebasan berpendapat (Hifdzu Aql), dengan mengajarkan para Santri untuk
dapat berpikir kritis, berdialog, dan mengemukakan pendapat mereka dalam
lingkungan yang inklusif dan aman. Ini menunjukkan bahwa Islam dan pluralisme
dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan
berkeadilan.

I. PENDAHULUAN
Pluralisme adalah pengakuan dan penerimaan
keberagaman dalam masyarakat, yang mencakup

berbagai kelompok dengan Ilatar belakang,
keyakinan, dan identitas yang berbeda. Asal kata
dari bahasa Latin "pluralis" yang berarti lebih
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dari satu. Pluralisme adalah suatu konsep
penting dalam memahami keberagaman dan cara
masyarakat  hidup  berdampingan secara
harmonis (Saumantri, 2023).

Bila ingin memahami dan dapat menerapkan
nilai-nilai dari pluralisme dalam kehidupan
sehari-hari, maka kita harus memahami terlebih
dahulu tentang nilai-nilai dasar dari Pluralisme
itu sendiri. Nilai-nilai Pluralisme diantaranya
yaitu toleransi. Toleransi merupakan suatu nilai
yang menunjukkan sikap Menghargai dan
menerima perbedaan tanpa memaksakan
pandangan atau keyakinan sendiri kepada orang
lain (Najmi, 2023). Nilai berikutnya adalah
kesetaraan, yakni sikap memperlakukan semua
individu dan kelompok dengan adil dan setara,
tanpa diskriminasi (Shofiyyah et al., 2023). Nilai
pluralisme selanjutnya adalah nilai atau prinsip
Dialog, yaitu sebuah nilai yang didalamnya
melibatkan komunikasi dan dialog antar
kelompok untuk memahami perbedaan dan
mencari kesamaan, contohnya forum diskusi
antar kelompok masyarakat untuk membahas
isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dan
mencari solusi bersama (Fajri, 2023). Bila sudah
memahami terkait nilai-nilai dari pluralisme itu
sendiri maka dapat diterapkan dalam kehidupan
di masyarakat. Karena dengan memahami
keberagaman yang ada di masyarakat maka kita
bisa mengambil sikap dan berprilaku dengan
tanpa menimbulkan perpecahan di dalam
masyarakat yang beragam.

Kebebasan berpendapat di Indonesia memang
dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
NRI) Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat, serta berhak atas kebebasan untuk
menyampaikan pikiran dan pendapat, baik
secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan
ini juga diatur dan dibatasi oleh undang-undang
lain, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur
bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,
atau membuat dapat diaksesnya informasi elek-
tronik atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik. Tujuannya adalah untuk memastikan
bahwa kebebasan berpendapat tidak merugikan
atau mencemarkan nama baik orang lain.
Regulasi ini mencerminkan keseimbangan antara
kebebasan berpendapat dan perlindungan hak

individu lainnya, seperti nama baik dan
kehormatan (Hakim, 2023).
Kemerdekaan = mengemukakan pendapat

memang merupakan hak fundamental yang
dimiliki oleh setiap warga negara. Hak ini
memungkinkan individu untuk menyampaikan
pikiran, ide, atau pandangannya melalui berbagai
bentuk, seperti tulisan, lisan, dan media lainnya.
Namun, meskipun hak ini dijamin, pelaksanaan-
nya harus dilakukan secara bertanggung jawab
dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Artinya, kebebasan ini
bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan
kebebasan yang dibatasi oleh hukum untuk
melindungi hak-hak orang lain, ketertiban umum,
dan nilai-nilai lain yang diakui dalam suatu
masyarakat.

Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI
Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini
menegaskan terkait kebebasan untuk berserikat,
berkumpul, serta menyampaikan pendapat
adalah hak yang diakui dan dilindungi atau dijaga
oleh konstitusi. Hak kebebasan mengeluarkan
pendapat dalam pelaksanaannya didasarkan
pada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip
universalitas (Hakim, 2023).

Prinsip persamaan menekankan bahwa setiap
individu memiliki hak yang sama untuk
menyampaikan pendapatnya, tanpa diskriminasi
berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status
sosial, atau latar belakang lainnya. Hal ini berarti
bahwa kebebasan berpendapat harus diakui dan
dihormati bagi semua orang, tanpa pengecualian.
Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan
bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi
manusia yang bersifat universal, berlaku untuk
semua orang di seluruh dunia. Prinsip ini diakui
dalam berbagai instrumen internasional, seperti
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak
individu di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, hak
kebebasan mengeluarkan pendapat harus dijaga
agar tetap adil dan inklusif, memastikan bahwa
setiap orang memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan
proses demokratis. Prinsip-prinsip ini juga men-
dukung terciptanya lingkungan yang kondusif
bagi keberagaman pendapat, yang merupakan
salah satu pilar penting dalam masyarakat yang
demokratis, dan pada bagian dari Hak Asasi
Manusia (HAM) yang fundamental, yang me-
mungkinkan warga negara untuk berpartisipasi
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secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Namun, seperti semua hak asasi
lainnya, kebebasan ini juga harus dijalankan
dengan menghormati hak-hak orang lain dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
guna menjaga ketertiban dan keharmonisan
dalam masyarakat (Junaedi & Rohmah, 2020).

Menciptakan  tatanan  bernegara  yang
menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia
(HAM) adalah tujuan fundamental dalam pem-
bentukan sistem pemerintahan yang demokratis
dan juga berkeadilan. Kebebasan berpendapat
merupakan salah satu hak asasi yang esensial,
karena memberikan ruang bagi individu untuk
mengekspresikan  pikiran, = gagasan, dan
pandangannya. Ini adalah bagian dari kodrat
manusia untuk merindukan kebebasan dalam
menyuarakan apa yang diyakininya benar. Dalam
konteks ini, tatanan bernegara yang ideal adalah
yang mampu menghormati dan melindungi hak
kebebasan berpendapat, sambil memastikan
bahwa hak tersebut tidak disalahgunakan untuk
merugikan orang lain atau mengancam keter-
tiban umum. Dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai HAM, negara berupaya menciptakan
lingkungan di mana kebebasan berpendapat
dapat diwujudkan secara bertanggung jawab,
serta mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan yang
berdampak pada kehidupan publik. Prinsip ini
juga mencerminkan penghargaan terhadap
martabat manusia, karena kebebasan
berpendapat adalah wujud dari kemampuan
manusia untuk berpikir, berbicara, dan bertindak
secara otonom. Dengan demikian, menghormati
kebebasan ini berarti menghormati hak individu
untuk berperan serta dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan
nilai-nilai demokrasi dan keadilan (Pamungkas &
Simangunsong, 2024).

Selain dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,
kebebasan  mengeluarkan  pendapat juga
merupakan hak yang mendapatkan perhatian
khusus dalam hukum Islam, terutama dalam
disiplin Figh Siyasah, yang mencakup teori dan
praktik pemerintahan dalam Islam. Dalam Figh
Siyasah, kebebasan berpendapat dipandang
sebagai bagian dari hak-hak individu yang harus
dilindungi oleh pemimpin dan pemerintah.
Hukum Islam mendorong para pemimpin untuk
mendengarkan pandangan dan aspirasi rakyat-
nya, serta memberikan ruang bagi musyawarah
(syura), yang merupakan salah satu prinsip
penting dalam tata kelola pemerintahan Islam.
Syura melibatkan proses diskusi dan pertukaran

pendapat untuk mencapai keputusan yang
terbaik bagi kepentingan bersama (Rahim, et al,
2024).

Secara teori, kebebasan berpendapat dalam
Figh Siyasah dilandasi oleh prinsip-prinsip
keadilan, kesetaraan, dan penghormatan ter-
hadap hak-hak individu. Praktiknya, umat Islam
diharapkan untuk menyampaikan pendapat
mereka menggunakan cara-cara yang sudah
diajarkan dalam agana Islam, seperti kesantunan,
kebenaran, dan juga pertimbangan terhadap
kesejahteraan umum. Dengan demikian, konsep
kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Islam
tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga
sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan
dengan etika dan moralitas yang tinggi. Ini
menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara
prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam
hukum Islam dan yang diatur dalam UUD 1945,
di mana keduanya mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam urusan publik dengan tetap
menjaga harmoni dan keadilan (Junaedi &
Rohmah, 2020).

Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah pesantren
modern yang terletak di Indonesia. Pesantren ini
dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan
Islam yang menggabungkan pendidikan agama
dengan pendidikan umum dalam kurikulumnya.
Ma'had Al-Zaytun memiliki komunitas yang
beragam, terdiri dari santri, dosen, guru, serta
karyawan dengan berbagai latar belakang
budaya, suku, dan daerah yang berbeda.
Keberagaman atau pluralisme ini mencerminkan
semangat inklusivitas dan persatuan dalam
pendidikan di Ma'had Al-Zaytun, di mana nilai-
nilai toleransi dan kebersamaan diajarkan dan
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai pesantren modern, Ma'had Al-Zaytun
juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang
mendukung pembelajaran, serta mengedepankan
metode pengajaran yang adaptif dengan
perkembangan zaman, sambil tetap memper-
tahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi
dasar pendidikan di pesantren tersebut (Rahim,
etal, 2024).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran yang
signifikan dalam penerapan nilai-nilai pluralisme
di Indonesia. Dengan menanamkan sikap
toleransi, penghargaan terhadap keberagaman,
dan kerja sama antarbudaya, maka dalam
menyapaikan pendapat atau gagasan, pesantren
ini membantu menciptakan generasi yang lebih
siap untuk hidup dalam masyarakat yang
multikultural dan plural. Dari penjabaran diatas,
maka penulis berkeinginan melakukan penelitian
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tentang: Peran Ma'had Al-Zaytun dalam
Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan
Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
dan Figh Siyasah.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian hukum normatif atau
juga biasa disebut penelitian perpustakaan
(library research). Dengan sumber data primer
Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,
dan Buku Buku Figh Siyasah penulis Dr.
Muhammad Igbal, M.Ag,, terbit pada tahun 2014
Jakarta: Kencana. Cet Ke-1, serta sumber data
sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi,
konferensi, dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan
Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal
28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah institusi
pendidikan Islam yang berkomitmen untuk
mempromosikan nilai-nilai pluralisme,
toleransi, dan inklusivitas di Indonesia. Dalam
konteks Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,
Ma'had Al-Zaytun mengambil peran penting
dalam mendorong dialog antaragama dan
kegiatan sosial lintas komunitas agama. Peran
ini sangat penting dalam membangun
masyarakat yang plural, inklusif, damai, dan
menghormati kebebasan berpendapat.

Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945 berbunyi:
"Setiap orang berhak atas kebebasan ber-
serikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat” Pasal ini menjadi landasan
konstitusional bagi upaya Ma'had Al-Zaytun
dalam memperkuat nilai-nilai pluralisme dan
kebebasan berpendapat melalui berbagai
kegiatan yang inklusif. Ma'had Al-Zaytun
memiliki berbagai inisiatif yang berkontribusi
pada penerapan nilai-nilai pluralisme sesuai
dengan semangat Pasal 28e Ayat (3) UUD
1945. Berikut adalah beberapa peran utama
yang dijalankan oleh Ma'had Al-Zaytun:

1. Inisiasi dan Partisipasi dalam Dialog

Antaragama

Ma'had Al-Zaytun secara aktif mengini-
siasi dan berpartisipasi dalam dialog
antaragama. Dialog ini bertujuan untuk
memfasilitasi komunikasi antara berbagai
komunitas agama di Indonesia,

menciptakan ruang untuk memahami dan
menghormati perbedaan, serta mendorong
kerja sama yang konstruktif. Melalui dialog
antaragama, Ma'had Al-Zaytun berupaya
untuk mengurangi ketegangan antaragama
dan mempromosikan perdamaian. Ma'had
Al-Zaytun secara aktif menginisiasi dan
berpartisipasi dalam dialog antaragama,
sebagai bagian dari upaya untuk mem-
perkuat kerukunan antarumat beragama di
Indonesia. Dialog ini bertujuan untuk:

a) Memfasilitasi Komunikasi: Dialog antar-

agama di Ma'had Al-Zaytun berfungsi
sebagai platform untuk memungkinkan
berbagai komunitas agama di Indonesia
berinteraksi secara langsung.
Komunikasi yang terbuka dan jujur
antara berbagai kelompok agama ini
penting untuk membangun pemahaman
yang lebih baik di antara mereka.

b) Menciptakan Ruang untuk Memahami

dan Menghormati Perbedaan: Dalam
dialog ini, setiap peserta didorong untuk
memahami dan menghormati panda-
ngan dan keyakinan agama lain. Ini
membantu menghilangkan prasangka
dan stereotip negatif yang mungkin ada,
serta mendorong rasa saling meng-
hormati di antara para peserta.
Mendorong Kerja Sama yang Kons-
truktif: Melalui dialog antaragama,
Ma'had Al-Zaytun berusaha untuk
menemukan titik temu dan peluang
untuk kerja sama yang bermanfaat bagi
semua pihak. Ini mencakup kerjasama
dalam bidang sosial, budaya, dan
kemanusiaan, yang dapat memperkuat
ikatan sosial di antara berbagai
komunitas agama.

d) Mengurangi Ketegangan Antaragama

dan  Mempromosikan  Perdamaian:
Dengan menciptakan dialog yang
inklusif dan terbuka, Ma'had Al-Zaytun
berupaya untuk mengurangi ketegangan
antaragama yang mungkin timbul akibat
kesalahpahaman atau perbedaan keyaki-
nan. Dialog ini menjadi sarana penting
untuk mempromosikan perdamaian dan
menjaga harmoni sosial di masyarakat
(Basri, 2018).

Melalui  berbagai inisiatif dialog

antaragama ini, Ma'had Al-Zaytun tidak
hanya membantu menjaga keharmonisan
di tengah masyarakat yang plural, tetapi
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juga memperkuat fondasi perdamaian dan
stabilitas di Indonesia.

. Kegiatan Sosial Lintas Agama
Ma'had Al-Zaytun terlibat dalam
berbagai kegiatan sosial yang melibatkan
komunitas agama yang berbeda. Contoh
konkret dari peran ini adalah penyeleng-
garaan acara 1 Syura dan peringatan ulang
tahun Syaykh Al-Zaytun yang mengundang
partisipasi  dari  berbagai  kalangan.
Kegiatan ini berfungsi sebagai platform
untuk mempererat hubungan antarumat
beragama, memperkuat kerjasama, dan
menciptakan lingkungan yang inklusif.
Ma'had Al-Zaytun terlibat aktif dalam
berbagai kegiatan sosial yang melibatkan
komunitas agama yang berbeda, dengan
tujuan untuk memperkuat hubungan
antarumat beragama dan menciptakan
masyarakat yang lebih inklusif. Berikut
adalah beberapa contoh konkret dari peran
ini:
a) Penyelenggaraan Acara 1 Syura
Acara 1 Syura adalah salah satu kegiatan
besar yang diinisiasi oleh Ma'had Al-
Zaytun dan diikuti oleh berbagai
komunitas agama. Acara ini bukan hanya
sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga
menjadi momen penting untuk
mempertemukan berbagai kalangan
masyarakat, termasuk pemuka agama,
tokoh masyarakat, dan warga umum dari
berbagai latar belakang agama. Dalam
acara ini, peserta diajak untuk berdialog,
berbagi pengalaman, dan saling mengenal
lebih  dekat. Hal ini membantu
menciptakan suasana saling menghargai
dan menghormati perbedaan, serta
mendorong kerja sama yang konstruktif
di antara berbagai kelompok agama.
b) Peringatan Ulang Tahun Syaykh Al-
Zaytun
Peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun
juga menjadi momen penting bagi Ma'had
Al-Zaytun untuk mengundang partisipasi
dari berbagai komunitas agama. Kegiatan
ini sering kali diisi dengan ceramah,
diskusi, dan kegiatan sosial lainnya yang
melibatkan berbagai pihak. Melalui acara
ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk
memperkuat hubungan sosial antarumat
beragama, mempererat tali
persaudaraan, dan menciptakan
lingkungan yang inklusif di mana setiap

orang, terlepas dari latar belakang
agamanya, merasa dihargai dan diterima.

3. Manfaat Kegiatan Sosial Multikultural

Kegiatan-kegiatan sosial seperti 1 Syura
dan peringatan ulang tahun Syaykh Al-
Zaytun memiliki dampak positif yang
signifikan terhadap masyarakat, antara
lain:

a) Mempererat Hubungan  Antarumat
Beragama: Dengan melibatkan berbagai
komunitas agama, kegiatan ini mem-
bantu memperkuat ikatan sosial dan
mengurangi potensi konflik antarumat
beragama.

b) Mendorong Kerjasama Lintas Agama:
Kegiatan ini menjadi platform bagi
berbagai komunitas agama untuk
bekerja sama dalam proyek-proyek
sosial, budaya, dan kemanusiaan yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.

c) Menciptakan Lingkungan yang Inklusif:
Dengan membuka ruang bagi partisipasi
dari semua kalangan, kegiatan ini
menciptakan lingkungan yang inklusif
dan setiap orang berkontribusi dan
merasa dihargai Basri, 2018).

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Ma'had Al-
Zaytun tidak hanya mempromosikan plura-
lisme, tetapi juga membantu membangun
masyarakat yang lebih kuat, bersatu, dan
damai di Indonesia (Mora, 2022).

. Pendidikan dan Penyebaran Nilai-Nilai

Pluralisme

Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam
memberikan pendidikan yang menanam-
kan nilai-nilai pluralisme kepada para
santrinya. Kurikulum yang diterapkan di
Ma'had Al-Zaytun dirancang untuk
mengajarkan  pentingnya  menghargai
perbedaan, menjunjung tinggi toleransi,
dan memahami hak-hak konstitusional
terkait kebebasan berpendapat. Ini adalah
bagian dari upaya untuk membentuk
generasi yang berkomitmen pada plura-
lisme dan perdamaian (Maulida, 2023).
Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting
dalam  membentuk  generasi  yang
berkomitmen pada nilai-nilai pluralisme
dan perdamaian melalui pendidikan. Salah
satu cara utama yang dilakukan adalah
dengan menerapkan kurikulum yang
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dirancang secara khusus untuk menanam-
kan nilai-nilai tersebut kepada para santri.

5. Pendidikan Pluralisme di Ma'had Al-Zaytun
a) Kurikulum yang Menghargai Perbedaan.

Kurikulum di Mahad Al-Zaytun
dirancang untuk mengajarkan penting-
nya menghargai perbedaan, baik dalam
hal agama, budaya, maupun pandangan
hidup. Para santri diajarkan untuk
memahami bahwa keberagaman adalah
kekuatan yang harus dirayakan, bukan
sesuatu yang harus dihindari atau
dihilangkan. Dalam  setiap mata
pelajaran,  nilai-nilai ~ menghormati
perbedaan dan memahami keberagaman
selalu ditekankan, sehingga santri dapat
menginternalisasi konsep ini sejak dini.

b) Menjunjung Tinggi Toleransi. Selain

menghargai perbedaan, Ma'had Al-
Zaytun juga menekankan pentingnya
toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Para santri diajarkan untuk bersikap
terbuka dan menghargai keyakinan
serta pandangan orang lain, meskipun
berbeda dengan apa yang mereka yakini.
Ini dilakukan melalui diskusi, kegiatan
kelompok, dan interaksi sosial di dalam
dan di luar kelas, di mana santri belajar
untuk hidup berdampingan secara
harmonis dengan orang-orang yang
memiliki latar belakang berbeda.
Pemahaman Hak-Hak Konstitusional.
Sebagai bagian dari pendidikan plura-
lisme, Ma'had Al-Zaytun juga
memberikan pemahaman mendalam
tentang hak-hak konstitusional, ter-
masuk hak atas kebebasan berpendapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 28e
Ayat (3) UUD 1945. Para santri didorong
untuk memahami bahwa setiap individu
memiliki hak untuk mengekspresikan
pendapatnya dengan bebas, selama di-
lakukan dengan cara yang menghormati
hak-hak orang lain. Ini membantu
membentuk kesadaran kritis tentang
pentingnya kebebasan berpendapat
dalam masyarakat yang demokratis dan
plural.

d) Pembentukan Generasi Berkomitmen

pada Pluralisme dan Perdamaian.
Dengan menanamkan nilai-nilai plura-
lisme, toleransi, dan pemahaman hak-
hak konstitusional, Ma'had Al-Zaytun
berupaya membentuk generasi yang

tidak hanya memahami dan menghargai
keberagaman, tetapi juga berkomitmen
untuk mempromosikan perdamaian dan
harmoni dalam masyarakat. Santri
diharapkan menjadi individu yang
mampu menjadi agen perubahan positif
di tengah masyarakat, memperjuangkan
nilai-nilai inklusif, dan menjadi teladan
dalam menjaga kerukunan antarumat
beragama (Linden, 2024).

e) Melalui kurikulum yang terstruktur dan
pendidikan yang menekankan plura-
lisme, Ma'had Al-Zaytun berperan
penting dalam membentuk generasi
yang siap menghadapi tantangan dunia
yang semakin kompleks dan majemuk.
Dengan menghargai perbedaan, menjun-
jung tinggi toleransi, dan memahami
hak-hak konstitusional, para santri
Ma'had Al-Zaytun dilatih untuk menjadi
pemimpin masa depan yang berkomit-
men pada nilai-nilai perdamaian dan
keharmonisan dalam masyarakat
(Vasile, 2022).

6. Dampak Positif dari Peran Ma'had Al-

Zaytun
Dengan melaksanakan peran-peran di

atas, Ma'had Al-Zaytun telah memberikan

dampak positif yang signifikan terhadap
masyarakat Indonesia, antara lain:

a) Meningkatkan Pemahaman Antaragama:
Melalui dialog dan interaksi lintas
agama, Ma'had Al-Zaytun berperan
penting dalam meningkatkan pema-
haman antarumat beragama. Dialog ini
memungkinkan berbagai komunitas
agama untuk saling berbagi pandangan,
nilai, dan keyakinan mereka dalam
suasana yang terbuka dan saling meng-
hormati. Dengan saling berinteraksi,
masyarakat dapat juga mengurangi
kesalahpahaman dan prasangka yang
mungkin timbul dari perbedaan agama.
Selain itu, mereka belajar untuk
menghargai keragaman spiritual dan
budaya yang ada di sekitar mereka, yang
pada gilirannya memperkuat rasa
persaudaraan dan kohesi sosial dalam
masyarakat yang plural.

b) Memperkuat Persatuan dan Kesatuan:
Kegiatan yang melibatkan berbagai
komunitas  agama, seperti yang
dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun,
berperan signifikan dalam memperkuat
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rasa persaudaraan di antara masyarakat
yang Dberbeda keyakinan. Dengan
mengadakan acara bersama, seperti
dialog antaragama, perayaan hari-hari
besar keagamaan, dan kegiatan sosial
lainnya, Ma'had Al-Zaytun menciptakan
ruang di mana semua pihak dapat
berinteraksi secara positif. Interaksi ini
membantu membangun kepercayaan
dan pengertian satu sama lain, yang
penting untuk menjaga persatuan.
Dengan demikian, potensi konflik
antarumat beragama dapat diminimal-
kan, dan masyarakat dapat hidup
berdampingan dengan damai, meng-
utamakan kesatuan dan keharmonisan
di tengah keragaman.

c) Mendorong Kebebasan Berpendapat:
Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk
menciptakan lingkungan yang inklusif
dan menghormati perbedaan, di mana
setiap individu merasa aman untuk
menyatakan pendapatnya. Dalam
suasana yang terbuka dan saling meng-
hargai, santri dan masyarakat didorong
untuk berdiskusi, mengemukakan
pandangan, dan berbagi ide-ide tanpa
takut akan diskriminasi atau kekerasan.
Dengan mempromosikan kebebasan
berpendapat, Ma'had Al-Zaytun
mendukung perkembangan masyarakat
yang lebih demokratis, di mana
perbedaan pendapat dianggap sebagai
kekayaan yang memperkaya dialog
sosial dan juga memperkuat ikatan
komunitas. Hal ini sejalan dengan
prinsip-prinsip  konstitusional  yang
menjamin hak setiap orang untuk
menyuarakan pikirannya secara bebas
(Suryadinata, 2023).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran
penting dalam mempromosikan dan
menerapkan nilai-nilai pluralisme di
Indonesia, sejalan dengan Pasal 28e Ayat
(3) UUD 1945. Melalui dialog antaragama,
kegiatan sosial lintas agama, dan
pendidikan yang inklusif, Ma'had Al-Zaytun
membantu membangun masyarakat yang
lebih toleran, damai, dan menghormati
kebebasan berpendapat. Peran ini sangat
krusial dalam menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan

Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Figh
Siyasah

Figh Siyasah adalah cabang ilmu figh yang
mengatur tata kelola dan administrasi
pemerintahan  dalam Islam, termasuk
bagaimana seorang Muslim seharusnya
berperan dalam kehidupan sosial dan politik.
Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai
pluralisme di Ma'had Al-Zaytun sejalan
dengan Magqasid al-Shariyah (tujuan-tujuan
syariat), yang tidak hanya berfokus pada
kepatuhan religius tetapi juga pada ke-
sejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu tujuan utama adalah membentuk
generasi Muslim yang taat dalam beragama
(Hifdzu Ad-Diin) dan memahami pentingnya
pluralisme dan Kkebebasan berpendapat
(Hifdzu Aql) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara (Rohmah, 2023).

Hifdzu Ad-Diin (Menjaga Agama) Salah satu
tujuan utama syariat Islam adalah menjaga
agama (Hifdzu Ad-Diin), yang Dberarti
memastikan bahwa setiap individu memiliki
kebebasan untuk menjalankan keyakinannya
sesuai dengan ajaran agamanya. Di Ma'had Al-
Zaytun, pendidikan agama dirancang tidak
hanya untuk membimbing santri dalam
menjalankan ritual dan ibadah, tetapi juga
untuk memperluas pemahaman mereka
tentang pentingnya menghargai keragaman
dan menjunjung tinggi toleransi terhadap
agama lain. Dalam proses pendidikan ini,
santri diajarkan bahwa Islam tidak hanya
melindungi hak-hak umat Islam, tetapi juga
menghormati hak-hak penganut agama lain
untuk menjalankan keyakinan mereka.
Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berusaha
membentuk generasi Muslim yang kokoh
dalam keimanan mereka, tetapi juga terbuka
dan penuh rasa hormat terhadap keyakinan
orang lain.

Pemahaman ini membantu menciptakan
lingkungan yang inklusif, di mana santri dapat
hidup berdampingan dengan damai bersama
orang-orang dari berbagai latar belakang
agama, berkontribusi pada terciptanya
masyarakat yang harmonis dan menghargai
pluralisme (Sya’roni, 2024). Hifdzu Aql
(Menjaga Akal) Tujuan syariat lainnya adalah
menjaga akal (Hifdzu Aql), yang mencakup
hak untuk berpikir, berekspresi, dan
menyatakan pendapat. Di Ma'had Al-Zaytun,
prinsip ini diimplementasikan melalui pene-
kanan pada kebebasan berpendapat sebagai
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bagian dari hak asasi manusia yang dijamin
oleh Islam (Igbal, 2014).

Santri diajarkan untuk berpikir Kritis dan
berdialog secara konstruktif, serta diberikan
ruang untuk mengemukakan pendapat
mereka dalam lingkungan yang inklusif dan
aman. Proses pembelajaran ini melibatkan
diskusi terbuka, debat ilmiah, dan kegiatan
lain yang mendorong santri untuk mengem-
bangkan kemampuan berpikir analitis dan
keterampilan komunikasi mereka. Dengan
cara ini, Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa
para santri tidak hanya menjadi individu yang
taat dalam beragama, tetapi juga memahami
pentingnya  pluralisme dan kebebasan
berpendapat dalam membangun masyarakat
yang adil dan harmonis. Santri diajarkan
bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya
hak, tetapi juga tanggung jawab untuk
menjaga dialog yang sehat dan menghormati
pandangan orang lain. Ini sejalan dengan
prinsip bahwa pluralisme dan kebebasan
berpendapat adalah fondasi penting untuk
menciptakan kehidupan bersama yang damai
dan adil.

Dalam perspektif Figh Siyasah, pluralisme
dianggap sebagai elemen penting dalam
menciptakan masyarakat yang stabil dan
berkeadilan. Ma'had Al-Zaytun menerapkan
konsep ini dengan mendidik generasi toleran.
Melalui kurikulum yang Dberbasis pada
Maqasid al-Shariyah, Ma'had Al-Zaytun
berkomitmen untuk membentuk generasi
yang tidak hanya memahami ajaran Islam
secara mendalam, tetapi juga menghargai
pluralisme sebagai bagian integral dari
kehidupan sosial dan politik (Sarifudin, 2023).
Kurikulum ini menekankan pada pembela-
jaran yang holistik, di mana santri diajarkan
untuk memahami nilai-nilai Islam yang
melindungi dan menghormati keberagaman.
Mereka dididik untuk hidup berdampingan
secara damai dengan komunitas agama lain,
dengan memahami bahwa perbedaan
bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi
justru harus dihormati dan dijadikan landasan
untuk membangun kerukunan sosial (Halim,
2022).

Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun
membantu santri untuk mengembangkan
sikap yang inklusif dan toleran, yang penting
dalam kehidupan bermasyarakat yang plural
dan majemuk. Santri diajarkan bahwa
menghormati perbedaan adalah bagian dari
komitmen mereka terhadap ajaran Islam yang

menekankan pentingnya keadilan, toleransi,
dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Ini
menjadikan mereka agen perubahan yang
mampu berkontribusi secara positif dalam
menciptakan masyarakat yang harmonis dan
berkeadilan. Memperkuat Kerukunan Sosial.
Ma'had Al-Zaytun aktif mengadakan dialog
dan kegiatan lintas agama yang bertujuan
untuk mendorong pemahaman dan kerjasama
antara berbagai komunitas. Inisiatif ini
merupakan manifestasi nyata dari prinsip
Hifdzu Ad-Diin dalam menjaga harmoni
antarumat beragama. Dengan memfasilitasi
dialog yang terbuka dan inklusif, Ma'had Al-
Zaytun membantu menciptakan suasana di
mana setiap komunitas agama dapat saling
memahami, menghargai, dan bekerja sama
untuk kebaikan bersama (Junaedi, 2020).

Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga
mendukung prinsip Hifdzu Aql, yaitu menjaga
akal dan kebebasan berpikir. Dengan
menyediakan ruang di mana kebebasan
berpendapat dihargai dan dilindungi, Ma'had
Al-Zaytun mendorong para peserta, baik dari
kalangan santri maupun komunitas eksternal,
untuk berbagi pandangan dan perspektif
mereka secara bebas dan terbuka. Ini tidak
hanya memperkaya pemahaman bersama
tetapi juga memperkuat komitmen terhadap
pluralisme dan kebebasan berekspresi sebagai
fondasi penting dalam membangun
masyarakat yang adil dan harmonis (Fikri,
2023). Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun
berperan penting dalam mempromosikan
nilai-nilai Islam yang selaras dengan prinsip-
prinsip  pluralisme, serta  mendukung
terciptanya masyarakat yang damai dan
berkeadilan melalui dialog dan kerjasama
lintas agama. Islam menjamin kebebasan
berpikir secara konkrit dan nyata. Karena
kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi
setiap saat oleh pantauan Allah SWT. Lebih
dari itu, dalam Islam berpikir, melakukan riset
dan penelitian di anjurkan dan merupakan
suatu ibadah dan metode yang sah untuk
mencapai keimanan kepada Allah. Juga
mengungkap keagungan kekuasaan dan
ciptaanNya (Khoirul, 2009:12).

Karena Islam menolak setiap klaim yang
tidak berdasar pada dalil dan bukti, maka
berpikir, tadabbur, meneliti dan mengkaji
merupakan kewajiban seluruh umat manusia.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-
Naml ayat 64 yang artinya: Atau siapakah
yang menciptakan (manusia dari permulaan-
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nya), kemudian mengulanginya (lagi), dan
siapa (pula) yang memberikan rezeki
kepadamu dari langit dan bumi? Apakah
disamping Allah ada tuhan (yang lain)?.
Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaran-
mu, jika kamu memang orang-orang yang
benar".

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas
menjelaskan tentang keesaan Allah SWT
(tauhid) dan tantangan terhadap mereka yang
menyekutukan Allah SWT dengan makhluk
lainnya dalam hal penciptaan, pemeliharaan,
dan pemberian rezeki. Ini adalah salah satu
bentuk dialog yang diajarkan dalam Islam
untuk memperkuat keyakinan terhadap
keesaan Allah serta mengajak manusia untuk
merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya di
alam semesta. Ayat ini menunjukkan
pentingnya menggunakan akal dan logika
dalam berdakwah dan memperkuat iman,
serta mengajak manusia untuk kembali
kepada tauhid yang murni, yakni menyembah
Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan apa
pun (Al-Maraghi, 1993).

Penjelasan ayat di atas adalah ayat ini
menekankan pentingnya menggunakan akal
dan logika dalam dakwah dan penguatan
iman. Dalam konteks dakwah, Islam men-
dorong umatnya untuk tidak hanya mengikuti
ajaran secara membabi buta, tetapi juga untuk
merenungkan dan memahami dengan
mendalam ajaran tersebut melalui pemikiran
yang rasional. Penggunaan akal dalam
memahami dan menghayati tauhid ini juga
merupakan cara untuk menegaskan bahwa
keesaan Allah bukan hanya ajaran yang harus
diterima secara dogmatis, tetapi juga sesuatu
yang dapat dipahami dan diyakini melalui
pemikiran rasional. Ayat ini, dengan demikian,
mendorong manusia untuk menggunakan
kemampuan berpikir mereka dalam mencari
kebenaran dan memperkuat keyakinan
kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan
yang layak disembabh.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam
sebuah hadis, yang disampaikan oleh Abdullah
bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,
yang atinya: Tidaklah Engkau berbicara
dengan suatu kaum dengan suatu perkataan
yang tidak bisa digapai oleh akal mereka,
kecuali akan menjadi fitnah (kesesatan) bagi
sebagian mereka (HR. Muslim). Maksud dari
hadits ini adalah jika kita berbicara
(menyampaikan ucapan) tentang sesuatu
perkara kepada suatu kaum padalah perkara

itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal
pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah
di kalangan mereka.

Mengintegrasikan ~ Pluralisme  dengan
Hukum Islam. Ma'had Al-Zaytun mengajarkan
bahwa nilai-nilai pluralisme tidak ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip Islam,
melainkan dapat berjalan beriringan untuk
menciptakan masyarakat yang lebih adil
Dalam pandangan ini, pluralisme dipahami
sebagai bagian dari komitmen Islam terhadap
keadilan dan juga kesejahteraan sosial.
Pemahaman yang diajarkan di Ma'had Al-
Zaytun adalah bahwa syariat Islam tidak
hanya mengatur aspek-aspek hukum agama,
tetapi juga mencakup bagaimana menciptakan
keadilan sosial yang menghargai hak-hak
semua individu, tanpa memandang keyakinan
mereka. Syariat bukan hanya soal mengatur
ibadah dan kehidupan pribadi umat Islam,
tetapi juga tentang bagaimana membangun
masyarakat yang adil, inklusif, dan meng-
hargai perbedaan (Toni, 2019).

Dengan mengajarkan bahwa Islam dan
pluralisme dapat berjalan bersama, Ma'had Al-
Zaytun membantu para santri dan masyarakat
memahami bahwa penghormatan terhadap
hak-hak orang lain adalah bagian dari
tanggung jawab mereka sebagai Muslim.
Pluralisme dianggap sebagai sarana untuk
mencapai keadilan sosial yang lebih luas, di
mana  setiap individu dihargai dan
diperlakukan dengan adil, serta memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan
demikian, ajaran ini memperkuat komitmen
Ma'had Al-Zaytun dalam mendidik generasi
yang siap membangun masyarakat yang
harmonis, damai, dan berkeadilan, yang
sejalan dengan nilai-nilai Islam yang
mengedepankan keadilan dan kesejahteraan
untuk semua (Rofii, 2024).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran
penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai
pluralisme dengan prinsip-prinsip Figh
Siyasah melalui pendekatan yang berbasis
pada Magqasid al-Shariyah. Dengan
menekankan pada Hifdzu Ad-Diin dan Hifdzu
Aql, Ma'had Al-Zaytun membentuk generasi
Muslim yang taat dalam beragama namun juga
memahami dan menghargai pluralisme
sebagai elemen penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan
bahwa Islam dan pluralisme dapat berjalan
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beriringan untuk menciptakan masyarakat
yang harmonis, adil, dan damai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan
nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal
28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
adalah dengan menginisiasi atau
berpartisipasi dalam dialog antaragama
dan kegiatan sosial yang melibatkan
berbagai komunitas agama seperti acara 1
Syura dan hari ulang tahun Syaykh Al-
Zaytun. Ini membantu menciptakan ruang
untuk memahami dan menghormati
perbedaan, serta memperkuat kerjasama
dalam masyarakat yang plural, inklusif dan
damai, serta menghormati kebebasan
berpendapat.

2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan
nilai-nilai pluralisme berdasarkan Figh
Siyasah adalah sesuai dengan Magqasid al-
Shariyah (tujuan-tujuan syariat)
diantaranya membentuk generasi Muslim
yang tidak hanya taat dalam beragama
(Hifdzu Ad-Diin), seperti mengajarkan
toleransi bergama, akan tetapi juga
memahami pentingnya pluralisme dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
kebebasan berpendapat (Hifdzu Aql),
dengan mengajarkan para Santri untuk
dapat Dberpikir kritis, berdialog, dan
mengemukakan pendapat mereka dalam
lingkungan yang inklusif dan aman. Ini
menunjukkan bahwa Islam dan pluralisme
dapat berjalan beriringan untuk mencipta-

kan masyarakat yang harmonis dan
berkeadilan.
2. Saran

1. Penerapan nilai-nilai pluralisme berdasar-
kan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 dan Figh Siyasah memiliki
makna terkait kebebasan berpendapat
dalam ranah kehipan masyarakat yang
plural. Namun, dukungan dari masyarakat,
baik secara kelompok maupun individu,
tetap diperlukan, seperti yang telah
dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun.

2. Dan bagi penelti berikutnya diharapkan
dapat lebih mengembangkan dan memper-
tajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.
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